
BUPATI MESUJI 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI MESUJI 
NOMOR 3- TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MESUJI, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomlor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, ditetapkan 
bahwa pembentukan dana cadangan untuk 
melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4933); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
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BUPATI MESUJI, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomlor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, ditetapkan 

bahwa pembentukan dana cadangan untuk 
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Mengingat 

melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4933); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2914 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926). 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2914 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang 
Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926). 

Dipindai dengan CamScanner 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DANA 
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TAHUN 2024. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

! +, 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Mesuji. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

7. Dana Cadangan adalah dana yang dis.isihkan untuk mendanai 
kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat 
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran 

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran 
Daerah pada bank yang ditetapkan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 

2024 dimaksudkan sebagai pembiayaan yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATT TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL. BUPATT 

TAHUN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kabupaten Mesuji. 
2. Pemerintahan Daerah adalah 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4, Bupati adalah Bupati Mesuji. 
5, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sclanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

7, Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 
kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat 
dibebankan dalam I (satu) tahun anggaran 

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran 
Daerah pada bank yang ditetapkan. 

BAB IL 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(I Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 
2024 dimaksudkan sebagai pembiayaan yang tidak dapat dibebankan 
dalam I (satu) tahun anggaran. 

• 

penyelengggaraan 
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(2) Tujuan pembentukan Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memberikan landasan yuridis terkait penyediaan dana cadangan guna 
membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. 

BAB Ill 

JUMLAH RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN 

Pasal 3 

(1) Jumlah Dana Cadangan guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 
Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian 
sebagai berikut : 

a. sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) pada 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; 
b. sebesar Rp.4.323.679.202,00 (Empat milyar tiga ratus dua 

puluh tiga juta enam ratus tujh puluh Sembilan ribu dua ratus 
dua rupiah rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2023; dan 

c. sebesar Rp.20.476.320.798,00 (Dua puluh miliar empat ratus 

tujuh puluh enam juta tiga ratus da pluh rib tjuh ratus 

sembilan plh delapan rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 

2024. 

(2) Besaran alokasi anggaran sabagaimana ayat (l) dapat disesuaikan 

dengan kemampuan APBD tahun berkenaan. 

Pasal 4 

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersumber 
dari penyisihan atas penerimaan daerah dan tidak bersumber dari Dana 
Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan daerah lainnya yang 

penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

BAB IV 

PENGELOLAAN DANA CADANGAN 

Bagian Kesatu 
Penganggaran 

Pasal 5 

(1) Penganggaran Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Tahun 2024 diusulkan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten 

kepada Bupati. 

Dipindai dengan CamScanner 

(2) Tujuan pembentukan Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memberikan landasan yuridis terkait penyediaan dana cadangan guna 
membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. 

BAB III 

JUMLAH RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN 

Pasal 3 

(1) Jumlah Dana Cadangan guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 
Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian 
sebagai berikut : 

a. sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) pada 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; 

b. sebesar Rp.4.323.679.202,00 (Empat milyar tiga ratus da 
pulh tiga jta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua rats 
da rupiah rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2023; dan 

c. sebesar Rp.20.476.320.798,00 (Dua puluh miliar empat ratus 
tujuh plh enam juta tiga ratus dua puluh rib tujuh ratus 
sembilan pluh delapan rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 

2024. 

(2) Besaran alokasi anggaran sabagaimana ayat (l) dapat disesuaikan 
dengan kemampuan APBD tahun berkenaan. 

Pasal 4 

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersumber 
dari penyisihan atas penerimaan daerah dan tidak 

bersumber 
dari Dana 

Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan daerah lainnya yang 

penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

BAB IV 

PENGELOLAAN DANA CADANGAN 

Bagian Kesatu 

Penganggaran 

Pasal 5 

(1) Penganggaran Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Tahun 2024 diusulkan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten 
kepada Bupati. 

Dipindai dengan CamScanner 
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(2) Penganggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh 
KPU Kabupaten berpcdoman pada standar kebutuhan Pendanaan 
Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan olch Kctua KPU setelah 
berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelnggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan olch 
Bawaslu Kabupaten berpedoman pada .standar kebutuhan pendanaan 
Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah 

berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(4) Standar Satuan Harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemiihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Pasal 6 
(1) Standar kebutuhanPendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dibahas 
bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu 
Kabupaten. 

(2) Pembahasan 
sebagaimana 

dimaksud 

pada 

ayat (1) untuk mengevaluasi 
kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai standar kebutuhan 
dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) 

(3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menjadi 
dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang 
ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 7 

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan setelah "-"tapan Perda . penev 'p. 

tentang APBD atau Perkada tentang Penjabaran APBD. 
(2) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang 

Penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD. 

Dipindai dengan CamScanner 
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(2) Penganggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh 
KPU Kabupaten berpcdoman pada standar kebutuhan Pendanaan 
Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan olch Kctua KPU setelah 
berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelnggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan olch 
Bawaslu Kabupaten berpedoman pada .standar kebutuhan pendanaan 
Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah 

berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(4) Standar Satuan Harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemiihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Pasal 6 
(1) Standar kebutuhanPendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dibahas 
bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu 
Kabupaten. 

(2) Pembahasan 
sebagaimana 

dimaksud 

pada 

ayat (1) untuk mengevaluasi 
kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai standar kebutuhan 
dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) 

(3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menjadi 
dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang 
ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 7 

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan setelah "-"tapan Perda . penev 'p. 

tentang APBD atau Perkada tentang Penjabaran APBD. 
(2) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang 

Penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD. 

Dipindai dengan CamScanner 
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KPU Kubuputcn berpedomnn pndn tun«dnr kcbutuhnn Pendanaan 
Kcpiutan Pemilihnn yang ditctapkun olch Kctu KPU sctclah 
bcrkoordinnni dcnnn Mcntcri dnn Mcntcri yun mcnyclnyarakan 
urunnn pemcrintuhun di bidnng kcuunnn, 

(3) Pengnnggurnn ncbnpuimunn dimukuud pada ayut (l) yany diusulkan olch 

Bnwnnlu Kabuptcn berpcdomun padn tandur kcbutuhan pcndanaan 

Kegiutnn Pemilihnn yang ditctnpkan olch Kctua Bawaslu sctclah 
berkoordinnsi dengun Mcntcri dan mcntcri yang mcnyclcngarakan 

urusan pcmcrintnhnn di bidan kcuanggun, 

() Standnr Satunn Harga kcbutuhan pendanaan kcgiatan pemiihan 
scbagaimuna dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bcrpcdoman pada 
kctcntuan pcraturan perundang-undangan di bidang pcngclolaan 
anggaran pendapatan dan bclanja ncgara, 

Pasal 6 
(1) Standar kcbutuhanPcndanaan Kegiatan Pcmilihan scbagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) sclanjutnya dibahas 
bcrsama antara TAPD dcngan KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu 
Kabupaten. 

(2) Pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi 
kcbutuhan pendanaan Kcgiatan Pemilihan sesuai standar kebutuhan 
dan standar satuan harga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) 

(3) Hasil pembahasan bcrsama scbagaimana dimaksud pada ayat (2)menjadi 
dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang 
ditetapkan dalam APBD sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Kedua 
Pclaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 7 

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan setelah penetapan Perda 
tentang APBD atau Perkada tentang Penjabaran APBD. 

(2) Bcrdasarkan penetapan Perda tcntang APBD atau Perkada tentang 
Penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD. 

Dipindai dengan CamScanner 
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KPU Knbuputcn berpedomun pudn tundnr kcbutuhan Pendanaan 
Kcpiutnn Pemilihmn yang ditctnpkun oleh Kctun KPU sctclah 
bcrkoordinnni dennn Mcntcri dun Mcntcri yun, mcnyclnyarakan 
urusnn pemcrintnhun di bidnng kcuunn, 

(3) Pengnnggurnn ncbnpnimunn dimuknud pada ayat (I) yany diusulkan olch 

Bnwnslu Kabupntcn berpcdomun pndn standnr kcbutuhan pcndanaan 

Kegiutnn Pemilihnn yang ditctnpkan olch Kctua Bawaslu sctclah 

berkoordinnsi dengun Mcntcri dan mcntcri yang mcnyclcngarakan 

urusan pcmcrintahnn di bidan kcuangun, 

(4) Standnr Satunn Harga kcbutuhan pendanaan kcgiatan pcmiihan 

scbagaimuna dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bcrpedoman pada 

kctcntunn pcraturan pcrundang-undangan di bidang pcngclolaan 
anggaran pendapatan dan bclanja ncgara. 

Pasal 6 
(1) Standar kcbutuhanPcndanaan Kegiatan Pcmilihan scbagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) sclanjutnya dibahas 
bcrsama antara TAPD dcngan KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu 
Kabupaten. 

(2) Pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi 
kcbutuhan pendanaan Kcgiatan Pemilihan sesuai standar kebutuhan 
dan standar satuan harga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) 

(3) Hasil pembahasan bcrsama scbagaimana dimaksud pada ayat (2)mcnjadi 
dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang 
ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 7 
(1) Pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan setelah penetapan Perda 

tentang APBD atau Perkada tentang Penjabaran APBD. 
(2) Bcrdasarkan penetapan Pcrda tcntang APBD atau Perkada tentang 

Penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD. 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


(3) DPA-PPKD yang telah disusun disahkan olch PPKD ctclah mcndopat 
persetujuan Sekretaris Dacrah sclaku koordinatorf penclolaan 
keuangan dacrah. 

Pasa1 8 

(1) DPA-PPKD untuk pendanaan kegiatan Pcmilihan Bupat dan Wakil 

Bupati terdiri atas Belanja Hibah Pcmilihan Bupati dan Wakil Bupati 
kepada KPU Kabupaten. 

(2) DPA-PPKD sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan scbagai dasar 

pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan scsuai dengan 
ketentuan pefraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 
(1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kcpada KPU 

Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dituangkan dalam NPHD dan 

ditandatangani oleh : 
a. Bupati dengan Ketua KPU Kabupaten; dan 
b. Bupati dengan Ketua Bawaslu Kabupaten. 

(2) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan 

paling lambagt 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai. 

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : 
a. Pemberi dan penerima hibah; 
b. Tujuan pemberian hibah; 
c. Besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan; 
d. hak dan kewajiban; 
e. Tata cara penyaluran hibah . 

(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri Pakta Integritas 
dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 
digunakan sesuai NPHD. 

Pasal 10 

(1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah 
Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, 
KPU Kabuipaten dan Bawaslu Kabupaten memberitahukan kepada 
Bupati. 

(2) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada yat (l) dapat dilakukan 
sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai 
dengan NPHD yang telah ditetapkan. 

Dipindai dengan CamScanner 

(3) DPA-PPKD yang telah disusun disahkan olch PPKD ctclah mcndopat 
persetujuan Sekretaris Dacrah sclaku koordinatorf penclolaan 
keuangan dacrah. 

Pasa1 8 

(1) DPA-PPKD untuk pendanaan kegiatan Pcmilihan Bupat dan Wakil 

Bupati terdiri atas Belanja Hibah Pcmilihan Bupati dan Wakil Bupati 
kepada KPU Kabupaten. 

(2) DPA-PPKD sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan scbagai dasar 

pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan scsuai dengan 
ketentuan pefraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 
(1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kcpada KPU 

Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dituangkan dalam NPHD dan 

ditandatangani oleh : 
a. Bupati dengan Ketua KPU Kabupaten; dan 
b. Bupati dengan Ketua Bawaslu Kabupaten. 

(2) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan 

paling lambagt 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai. 

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : 
a. Pemberi dan penerima hibah; 
b. Tujuan pemberian hibah; 
c. Besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan; 
d. hak dan kewajiban; 
e. Tata cara penyaluran hibah . 

(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri Pakta Integritas 
dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 
digunakan sesuai NPHD. 

Pasal 10 

(1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah 
Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, 
KPU Kabuipaten dan Bawaslu Kabupaten memberitahukan kepada 
Bupati. 

(2) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada yat (l) dapat dilakukan 
sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai 
dengan NPHD yang telah ditetapkan. 
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Pasal 11 
(1) PPKD me,nerbt"tk -·, an au; .t :di 

" a a ,surat penyediaan dana scbagai dasar bagi Pemerintah 
Daerah untuk mclakukan proscs i, Bcl: ·. 1; osc: pcncairan clanja Hibah kegoatan 
Pemilihan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. 

(2) Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan melalui mckankisme 
pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 12 
(1) Pencairan belanja Hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus 

atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Dalam hal pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan 

sekaligus, maka pencaoran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. 

(3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan 

bertahap, maka pencairan dilakukan dengan ketentuan : 

a. Tahap I paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai 
NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat 

belas) 
gari 

kerja 
terhitung setelah penandatanganan NPHD; 

b. Tahap II paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai 
NPHD 

dan 

dicairkan paling lambat 4 (empat) 
bulan sebelum 

hari pemungutan suara; dan 
c. Tahap III palimh sedikit 10% (sepuluh persen) dan dicairkan 

paling Jambat l (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara. 

(4) Dalam hal pencairan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), pencairan Tahp II dan Tahpa III dilakukan tanpa 

menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon pemilihan terjadi: 
a. Perubahan jumlah pasangan calon; 
b. Penghitungan dan pemungutan suara ulang; 

c. Pemilihan lanjutan; dan/atau 
d. Pemilihan susulan 

yang mengakobatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana 
Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD, dapat dilakukan perubahan 

NPHD. 

Dipindai dengan CamScanner 

/ Pasal 11 
(I) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan proscs pcncairan Bclanja Hibah kegoatan 
Pemilihan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. 

(2) Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan melalui mckankisme 
pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 12 
(1) Pencairan belanja Hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus 

atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Dalam hal pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan 

sekaligus, maka pencaoran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. 

(3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan 

bertahap, maka pencairan dilakukan dengan ketentuan : 

a. Tahap I paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai 
NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) gari kerja 

terhitung setelah penandatanganan NPHD; 
b. Tahap II paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai 

NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum 
hari pemungutan suara; dan 

c. Tahap III palimh sedikit 10% (sepuluh persen) dan dicairkan 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara. 

(4) Dalam hal pencairan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), pencairan Tahp II dan Tahpa III dilakukan tanpa 

menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon pemilihan terjadi: 
a. Perubahan jumlah pasangan calon; 
b. Penghitungan dan pemungutan suara ulang; 
c. Pemilihan lanjutan; dan/ atau 
d. Pemilihan susulan 

yang mengakobatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana 
Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD, dapat dilakukan perubahan 

NPHD. 
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(22) Perubahan NPHD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dcngan mcmper hatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah 
ditcrima olch KPU Kabupaten atau Bawaslu Kabupaten. 

(3) Dalam hal setclah pcnetapan pasangan calon tcrjadi perubahan jumlah 
pasangan calon pcmilihan yang mengakibatkan pengumangan bcsaran 
dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD 

dan tahapan {cncairan bclanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan 
bclanja hibah kcgiatan Perilihan sccara bcrtahap tctnp dilaksanakan. 

(4) Pengembalian kelcbihan anggaran scbagai akibat pcrbunhan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dipcrhitungkan stclah scmua 
tahapan Pcmilihan sclcsai. 

Baginn Kctiga 

Pclaporan 

Pasal 14 
(I) Pclaporan atas pcnggunaan Dana Pcmilihan dilakukan olch KPU 

Kabupatcn dan Bawaslu Kabupaten dcngan mcnyampaikan laporan 
pcngunnnn Bclanja Hibah Kcgintnn Perilihan kcpada Bupati. 

(2) Penyarnpaian laporan scbagairnana dimaksud pada ayat (l) dilakukan 

paling lambat 3 (tga) bulan sctclah pcngusulan prngcsahan 
pcngangkatan calon tcrpilih sesuai dcngan ketentuan pcraturan 
pcrundang-undnngan. 

(3) Format pclaporun scbagnimnana dirnksud pada ayat (l) bcrpcdoman 
padn ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku di bidang 
pendanaun kcgiutnn Pemilihan. 

Bagian Kccmpat 
Peranggungiawaban 

Pasal 15 

(1) Pertanggungjawaban atas pengunann Bclanja Hibah kegiatan Perilihan 
dilakukan olch KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten sccara formal 
dan material atas penggunaan Bclanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang 
dikelola olch masing-masing. 

(2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih 
tcrdapat sisa dana Hibah Kcgiatan Perilihan, KPU Kabupatrn dan/atau 
Bawaslu Kabupatcn wajib mcngembalikan sisa dana Hibah Kegiatan 

Dipindai dengan CamScanner 

() Perubahan NPHD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dcngan mcmperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah 
ditcrima olch KPU Kabupaten atau Bawaslu Kabupaten. 

(3) Dalam hal sctclah pcnetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah 
pasangan calon pcmilihan yang mengakibatkan pengurangan bcsaran 
dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD 

dan tahapan {cncairan bclanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan 
bclanja hibah kcgiatan Perilihan sccara bcrtahap tctap dilaksanaknn. 

(4) Pengembalian kelcbihan anggaran scbagai akibat pcrbuahan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dipcrhitungkan stclah scmun 
tahapan Pcmilihan sclcsai. 

Baginn Kctiga 
Pclaporan 

Pasal 14 
(I) Pclaporan atas pcnggunann Dana Pcmilihan dilakukan olch KPU 

Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dcngan mcryampaikan laporan 
pcnggunnnn Bclanja Hibah Kegintnn Pemilihan kcpada Bupati. 

(2) Pcnyampaian laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakuk an 
paling lambat 3 (uga) bulan sctclah pcngusulan pcngrsahan 
pcngangkatnn calon tcrpilih scsuai dcngan ketcntuan prraturan 
pcrundang-undangnn. 

(3) Format pclaporun cbagniranu dirnksud pada ayat (l) bxrpcdoman 

padn ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku di bidang 

pendanaun kcgiutnn Perilihan. 

Bagian Kccmpat 

Peruanggungiawaban 

Pasal 15 

() Pertanggungiawaban atas pengunann Bclanja Hibah kegiatan Pemilihan 
dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten sccara formal 
dan material atas penggunaan Bclanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang 
dikelola olch masing-masing. 

(2) Dalamn hal sampai dengan bcrakhirnya kcgiatan Pemilihan m asih 
tcrdapat sisa dana Hibah Kcgiatan Perilihan, KPU Kabupaten dan/atau 
Bawaslu Kabupatcn wajib mengembalikan s isa dana Hibah egiatan 
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Pemiluhan paling lambat 3 (tign) bulan tcrhitung sctclah pengusulan 
pengesahan pengangkatan calon tcrpilih scsuai dcngan ketcntuan 
pcraturan pcrundang-undangan. 

BAB V 

PERTANGGUNGJAWABAN 
Pasul 16 

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan 
Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan kctentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
PENUTUP 
Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji 
pada 

tanggaI@'ewm#er 32022 

PENJABAT BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji 
pada tanggal ay vovsole 50222 

KABUPATEN MESUI, 

SYAMSUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUI TAHUN 2022 NOMOR ·a 

Dipindai dengan CamScanner 

Pemiluhan paling lambat 3 (tiga) bulan tcrhitung sctclah pengusulan 
pengesahan pcngangkntan calon tcrpilih scsuai dcngan kctcntuan 
pcraturan perundang-undangan. 

BAB V 

PERTANGGUNGJAWABAN 
Pasal 16 

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan 
Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 17 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji 
pada tangga1@' vamp«c 20222 

PENJABAT BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji 
pada tanggal ay ovsole 20o22 

SEKRET7 KABUPATEN MESUJI, 

/ 
SYAMSUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR sa3 
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